Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo

2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec Mguter

MEMUTUSKARN

Menatapkan
Peartama . Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non
Formal yang diselenggarakan masyarakal kepada
Mama Lembaga  KELOMPOK BERMAIM ANAMDA,
Lokasi KB. Swasta : Dk.Bogor RE.02, Rw.02 , Kepuh
Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.
Telp. 0BS5325193032
Hama Penvelenggara : BRI RAHAYL
Pemilik/Penanggung Jawab - LURAH DESA KEPUH
Tahap : Perijinan
Tahun berdiri : 11 Maret 2011

Kedua - ljin penyelenggaraan tersebul pada sub Perama berlaku terhflung miulal

fanggal ditetapkan.

Ketiga - 1. Wajib  menyelenggarakan PAUD Pendidikan Mon Formal yang
diselenggarakan Masyarakat tersebul sedemikian rupa, sehingga dapat
memenuhi fungs sosmalnya terhadap masyarakat |

2. Wajib mentaali peraturan perundangan yang berlaku afau yang akan
ditentukan kemudian ;

2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesual ketenfuan menurul model yang
diteniukan ;

4, Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istiah yang digunakan oleh
perguruan tnggi

Keempat . Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekelinsan dalam penetapan ini,

Kelima © Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, e

Ditetapkan di : Sukoharno
Pada Tanggal 2 15 Juni 2015

% DINAS PENDIDIKAM
CATEM SUKOHARIO

3. Camat Wilayah Nguter



. |::|-.il||:.;|.:.-|'.:l:| FEM EHI ”TAH K.A.BUPA.TEH EUHGHAR‘I:’

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJIO
NOMOR : 411.3 12#7L, 12015

TENTANG
LJIN PENYELENGGARAAN PALUD PENDIDIKAN MON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca . Surat permohonan §jin penyelenggaraan PALUD Pendidikan Mon Formal yang
diselenggarakan Masyarakat dari
Mama BRI RAHAYL
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN ANANDA
Momar : DIKBANANDSLWIXINZ014, tanggal 15-12- 2014
beserta lampiran lampirannya.
Menimbang : a) bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Ananda

Momor | OFKBANANDSLWXIZ014 tanggal 15-12- 2014  terhadap
Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yvang diselenggarakan
masyarakat tersebul dapal diberkan ipn  penyelenggaraan  Kelompok
Bermain,

b) bahwa ijin penyelenggaraan Melompok Bermain Ananda tersebut dapat
diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan
yang barkaku.

Menging . 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang — Undang Momor 4 Tahun 1974 temang Kesejahleraan Anak.

3. Undang = Undang Momor 23 Tahun 2002 terdang perindungan Anak pasal 4
dan pasal 8.

4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan
Maswinal.

5. Peraluran Pemerinta Momor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan.

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Momor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Mazional Tahun 2004 = 2009

7. Kepulusan Menteri Pendidikan Masional Momor 13 Tahun 2005 tentang
Chrganisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah
Departemen Pendidikan Nasional,

8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Masional Tahun 2005-2004

8. Surat Pendelegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin,

10, Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor B4 Tahun
2014 tentang Pendinan Satvan PAUD





